BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.811, 2022 KEMENKUMHAM. Kamus Kompetensi Teknis
Jabatan Urusan Pemerintahan. Bidang Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi, perlu melakukan penambahan dan
penyempurnaan terhadap kamus kompetensi teknis
jabatan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia pada sub urusan peraturan perundang-
undangan, sub urusan kekayaan intelektual, dan sub
urusan pembinaan hukum nasional,

b. bahwa untuk mengakomodir penambahan dan
penyempurnaan kamus kompetensi teknis jabatan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
mengubah beberapa ketentuan pada lampiran Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16
Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan
Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan
Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1907);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi
Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 733);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

Pasal I

(1) Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020
tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan
Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

733) diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 1 Kamus

Kompetensi Teknis Sub-urusan Peraturan
Perundang-undangan, yakni mengubah kompetensi
Perancangan Peraturan Perundang-undangan

dengan Kode Kompetensi T KUMHAM.PP.03 menjadi
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kompetensi Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PP.03;

Ketentuan dalam Bagian I Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 1 Kamus

Kompetensi Teknis Sub-urusan Peraturan
Perundang-undangan, yakni mengubah Kompetensi
Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PP.09 menjadi Analisis Urgensi
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Analisis Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya
dengan Kode Kompetensi T. KUMHAM.PP.09;
Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 1 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Peraturan
Perundang-undangan, yakni menghapus Kompetensi
Analisis Urgensi Penyusunan Instrumen Hukum
dengan Kode Kompetensi T KUMHAM.PP.10;
Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 1 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Peraturan
Perundang-undangan, yakni mengubah indikator
perilaku pada Nama Kompetensi Penyusunan
Instrumen Hukum Lainnya dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PP.11;

Ketentuan dalam Bagian I Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 1 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Peraturan
Perundang-undangan, yakni menyisipkan Nama
Kompetensi Pembinaan Penerapan Pengetahuan
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-
undangan dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PP.11A di antara Nama Kompetensi
Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya dengan
Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.11 dan Nama
Kompetensi Penyusunan Kebijakan dalam
Instrumen Hukum dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PP.12;

Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 5 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Kekayaan
Intelektual, yakni menambahkan Nama Kompetensi
Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual dengan
Kode Kompetensi T.KUMHAM.KI.09;

Ketentuan dalam Bagian I Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 5 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Kekayaan
Intelektual, yakni menambahkan Nama Kompetensi
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Pengelolaan = Permohonan Layanan  Kekayaan
Intelektual dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.KI.10;

Ketentuan dalam Bagian I Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 5 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Kekayaan
Intelektual, yakni menambahkan Nama Kompetensi
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dengan Kode
Kompetensi T KUMHAM.KI.11;

Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 5 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Kekayaan
Intelektual, yakni menambahkan Nama Kompetensi
Pengelolaan  Penyelesaian Sengketa Kekayaan
Intelektual dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.KI.12;

Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 7 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Pembinaan Hukum
Nasional, yakni mengubah indikator perilaku pada
Nama Kompetensi Analisis dan Evaluasi Hukum
dengan Kode Kompetensi T KUMHAM.PHN.03;
Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 7 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Pembinaan Hukum
Nasional, yakni menambahkan Nama Kompetensi
Analisis dan Evaluasi Terhadap Pengawasan
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang
Terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi
Pemerintah dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PHN.12;

Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 7 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Pembinaan Hukum
Nasional, yakni menambahkan Nama Kompetensi
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian
Instansi Pemerintah dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PHN.13;

Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 7 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Pembinaan Hukum
Nasional, yakni menambahkan Nama Kompetensi
Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode
Kompetensi T KUMHAM.PHN.14;

Ketentuan dalam Bagian I Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 7 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Pembinaan Hukum
Nasional, yakni menambahkan Nama Kompetensi
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Pengelolaan Pelayanan Hukum dan Perizinan
dengan Kode Kompetensi T KUMHAM.PHN.15;

o. Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi
Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis
yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 7 Kamus
Kompetensi Teknis Sub-urusan Pembinaan Hukum
Nasional, yakni menambahkan Nama Kompetensi
Advokasi Hukum dengan Kode Kompetensi
T.KUMHAM.PHN.16.

(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM  DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
16 TAHUN 2020 TENTANG KAMUS
KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. PERUBAHAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS SUB URUSAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Nama Kompetensi : | Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kode Kompetensi : | T’ KUMHAM.PP.03
Definisi : | Kemampuan untuk membentuk Peraturan Perundang-

undangan yang mencakup proses perencanaan, penyusunan,
pengharmonisasian, pembahasan, dan pengundangan
Peraturan Perundang-undangan.

Level Deskripsi

Indikator Perilaku

1 Mampu
mengumpulkan data
dalam pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan.

1.1

1.2

1.3

Mampu mengumpulkan data primer, sekunder,
dan tersier yang diperlukan dalam proses
perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian,
pembahasan, dan pengundangan Peraturan
Perundang-undangan.

Mampu menginventarisasi data primer,
sekunder, dan tersier yang diperlukan dalam
proses perencanaan, penyusunan,
pengharmonisasian, pembahasan, dan
pengundangan Peraturan Perundang-undangan.
Mampu mengidentifikasi data primer, sekunder,
dan tersier yang diperlukan dalam proses
perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian,
pembahasan, dan pengundangan Peraturan
Perundang-undangan.

2 Mampu menyiapkan
data dalam
pembentukan

Peraturan Perundang-
undangan dan
merumuskan

Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

2.1

2.2

2.3

Mampu mengolah data primer, sekunder, dan
tersier berdasarkan hasil identifikasi data yang
diperoleh dalam proses perencanaan,
penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan,
dan pengundangan Peraturan Perundang-
undangan.

Mampu merumuskan Rancangan Peraturan
Menteri atau yang sederajat, Rancangan
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat
teknis dan prosedural.

Mampu merumuskan konsep
pengharmonisasian, pembulatan, dan
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

2.4

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Menteri atau yang sederajat, Rancangan
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat
teknis dan prosedural.

Mampu merumuskan tanggapan Rancangan
Peraturan Menteri atau yang sederajat,
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah yang materi
muatannya bersifat teknis dan prosedural.

Mampu menganalisis
data berdasarkan
hasil klasifikasi data
yang diperoleh dalam
pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan;
merumuskan
menyempurnakan
Rancangan Peraturan
Perundang- undangan

dan

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Mampu menelaah data primer, sekunder, dan
tersier berdasarkan hasil klasifikasi data yang
diperoleh dalam proses perencanaan,
penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan,
dan pengundangan Peraturan Perundang-
undangan.

Mampu merumuskan kerangka dasar
Rancangan Peraturan Menteri atau sederajat,
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah yang materi
muatannya bersifat teknis dan prosedural;
Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Peraturan Presiden, serta
Rancangan Peraturan Daerah yang materi
muatannya bersifat lintas sektoral; Rancangan
Undang-Undang dan Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan
Rancangan Peraturan Daerah yang materi
muatannya  berisi hak dan  kewajiban,
pembebanan kepada masyarakat, dan
pemberian sanksi pidana.
Mampu merumuskan
Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Peraturan Presiden, serta
Rancangan Peraturan Daerah yang materi
muatannya bersifat lintas sektoral.

Mampu merumuskan konsep
pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden,
dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi
muatannya bersifat lintas sektoral.

Mampu menyempurnakan Rancangan dan
tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri
atau yang sederajat, dan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah yang materi muatannya bersifat teknis
dan prosedural.

Mampu menyusun  konsep keterangan/
penjelasan, pandangan, jawaban dan/atau
sambutan singkat dalam sidang pembahasan,
daftar inventarisasi masalah, dan jawaban
daftar inventarisasi masalah.

Mampu merumuskan hasil sidang pembahasan
tingkat tim perumus/tim kecil.
Mampu menyunting naskah
Perundang-undangan.

tanggapan atas

Peraturan
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

Mampu merumuskan
dan

menyempurnakan
Naskah Akademik
dan naskah
rancangan dalam
pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Mampu merumuskan dan menyempurnakan
Naskah Akademik.

Mampu merumuskan Rancangan Undang-
Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan
Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi
hak dan kewajiban, pembebanan kepada
masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.
Mampu merumuskan tanggapan dan konsep
pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-
Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang, dan Rancangan
Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi
hak dan kewajiban, pembebanan kepada
masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.
Mampu menyempurnakan Rancangan dan
tanggapan atas Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden,
serta Rancangan Peraturan Daerah yang materi
muatannya bersifat lintas sektoral.

Mampu menelaah konsep keterangan/
penjelasan, pandangan, jawaban dan/atau
sambutan singkat dalam sidang pembahasan,
konsep daftar inventarisasi masalah, dan
jawaban daftar inventarisasi masalah.

Mampu merumuskan hasil sidang pembahasan
tingkat panitia kerja.

Mampu
menyempurnakan
naskah rancangan
dalam pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan

5.1

5.2

5.3

5.4

Mampu menyempurnakan rancangan dan
tanggapan atas Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan
Daerah yang materi muatannya berisi hak dan
kewajiban, pembebanan kepada masyarakat dan
pemberian sanksi pidana.

Mampu menyempurnakan konsep
pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Menteri atau sederajat, Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah yang materi muatannya bersifat teknis
dan prosedural; Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden,
dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi
muatannya bersifat lintas sektoral; Rancangan
Undang- Undang dan Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang, dan
Rancangan Peraturan Daerah yang materi
muatannya  berisi hak dan  kewajiban,
pembebanan kepada masyarakat, dan
pemberian sanksi pidana.

Mampu menyempurnakan konsep keterangan/
penjelasan, pandangan, jawaban dan/atau
sambutan singkat dalam sidang pembahasan,
daftar inventarisasi masalah, dan jawaban
daftar inventarisasi masalah.

Mampu merumuskan hasil sidang pembahasan
tingkat rapat kerja.
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-10-

Nama Kompetensi

Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Analisis Penyusunan Instrumen Hukum
Lainnya

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PP.09

Definisi Kemampuan untuk memahami tahapan dan konsep dasar;
menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi;
menganalisis data dan menyusun analisis urgensi;
membandingkan dan mengkaji ulang, mengevaluasi, serta
menyempurnakan  analisis urgensi; mengembangkan,
menyusun rekomendasi, dan menjadi sumber rujukan utama
dalam merumuskan analisis urgensi pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum
lainnya.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memahami 1.1 Mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar
tahapan dan konsep pembentukan Peraturan Perundang—un'dangan
dasar pembentukan yan'g.memuat unsur filosofis, sos1olog}s, dan
Peraturan Perundang- yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar
undangan dan Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
penyusunan Perundang-undangan, atau di luar usul
Instrumen Hukum penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
lainnya. menjelaskan tahapan dan konsep dasar

penyusunan Instrumen Hukum lainnya.

1.2 Mampu membedakan tahapan dan konsep
dasar pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang memuat unsur filosofis,
sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di
luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, atau di luar usul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
membedakan tahapan dan konsep dasar
penyusunan Instrumen Hukum lainnya.

1.3 Mampu memberikan contoh mengenai tahapan
dan konsep dasar pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang memuat unsur
filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan
Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan
Peraturan Perundang- undangan, atau di luar

usul penyusunan Peraturan Perundang-
undangan; memberikan contoh mengenai
tahapan dan konsep dasar penyusunan

Instrumen Hukum lainnya
9 Mampu menyiapkan 2.1 Mampu mengump}llkan, mengiden.tiﬁkasi,
data sebagai bahan mengqlah, dan mgnylapkan data sebagai bahan
analisis urgensi analisis urgensi pembentukan Peraturan
Pembentukan Perundang—ur'ldan.gan yang memuat unsur
Peraturan Perundang- filosofis, soglologls, dan yuridis berdasarkan
undangan dan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan
penyusunan Peraturan Perundang- undangan, atau di luar
Instrumen Hukum usul penyusunan  Peraturan Perugdang-
lainnya. undangan; mengumpulkan, mengidentifikasi,

mengolah, dan menyiapkan data sebagai bahan
analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum
lainnya.
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

2.2

2.3

Mampu menentukan dan menggunakan hasil
identifikasi data sebagai bahan analisis urgensi
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan
yuridis  berdasarkan  Prolegnas, di luar
Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, atau di luar wusul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
menentukan dan menggunakan hasil
identifikasi data sebagai bahan analisis urgensi
penyusunan Instrumen Hukum lainnya.

Mampu menyusun data sebagai bahan analisis
urgensi pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang memuat unsur filosofis,
sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di
luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, atau di luar wusul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
menyusun data sebagai bahan analisis urgensi
penyusunan Instrumen Hukum lainnya.

Mampu menganalisis
data dan menyusun
analisis urgensi
pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan dan
penyusunan
Instrumen
lainnya.

Hukum

3.1

3.2

3.3

Mampu menelaah data dan menyusun analisis
urgensi pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang memuat unsur filosofis,
sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di
luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, atau di luar usul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
menganalisis data dan menyusun analisis
urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.
Mampu menyusun konsep analisis urgensi
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan
yuridis berdasarkan  Prolegnas, di luar
Prolegnas, usul  penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, atau di luar usul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
menyusun konsep analisis urgensi penyusunan
Instrumen Hukum lainnya.

Mampu menyusun analisis urgensi
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan
yuridis  berdasarkan  Prolegnas, di luar
Prolegnas, usul  penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, atau di luar wusul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
menyusun analisis urgensi dan penyusunan
Instrumen Hukum lainnya.

Mampu
membandingkan dan
mengkaji ulang,
mengevaluasi, serta
menyempurnakan
analisis urgensi
pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan dan
penyusunan

4.1

Mampu membandingkan dan mengkaji ulang
analisis urgensi pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang memuat unsur
filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan
Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan
Peraturan Perundang- undangan, atau di luar
usul penyusunan Peraturan Perundang-
undangan; membandingkan dan mengkaji ulang
analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum
lainnya.
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

Instrumen Hukum

lainnya

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi analisis urgensi
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan
yuridis  berdasarkan  Prolegnas, di luar
Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang- undangan, atau di luar usul
penyusunan Peraturan Perundang- undangan;
mengevaluasi analisis wurgensi penyusunan
Instrumen Hukum lainnya.

Mampu menyempurnakan analisis urgensi
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan
yuridis berdasarkan  Prolegnas, di luar
Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang- undangan, atau di luar wusul
penyusunan Peraturan Perundang- undangan;
menyempurnakan analisis urgensi penyusunan
Instrumen Hukum lainnya.

Mampu
mengembangkan,
menyusun
rekomendasi analisis
urgensi, serta menjadi
sumber rujukan
utama dalam
merumuskan analisis
urgensi pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan dan
penyusunan
Instrumen
lainnya.

Hukum

5.1

5.2

5.3

Mampu mengembangkan analisis urgensi
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan
yuridis berdasarkan  Prolegnas, di luar
Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, atau di luar wusul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
mengembangkan analisis urgensi penyusunan
Instrumen Hukum lainnya.

Mampu memberikan rekomendasi atas analisis
urgensi pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang memuat unsur filosofis,
sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di
luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan
Perundang- wundangan, atau di luar wusul
penyusunan Peraturan Perundang- undangan;
memberikan rekomendasi atas analisis urgensi
penyusunan Instrumen Hukum lainnya.

Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam
merumuskan analisis urgensi pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang memuat
unsur filosofis, sosiologis, dan  yuridis
berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul
penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
atau di luar wusul penyusunan Peraturan
Perundang-undangan; menjadi sumber rujukan
utama dalam merumuskan analisis urgensi
penyusunan Instrumen Hukum lainnya.
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Nama Kompetensi

Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PP.11

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
merumuskan, dan mengembangkan Instrumen Hukum
lainnya.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu 1.1 Mampu menyiapkan data yang diperlukan
mengumpulkan data untuk penyusunan Surat Edaran,
Penvusunan Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/

yu Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk

Instrumen Hukum
Lainnya

1.2

1.3

Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of  understanding;  kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah /Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan uji materil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu menginventarisasi data yang diperlukan

untuk penyusunan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/
Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk

Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of  understanding;  kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah/Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan wuji materiil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu mengidentifikasi data yang diperlukan
untuk penyusunan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk
Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional,
memorandum  of  understanding;  kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah /Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan wuji materil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu mengolah
data Penyusunan
Instrumen Hukum
Lainnya.

2.1

2.2

Mampu mengklasifikasi data berdasarkan hasil
identifikasi data yang diperoleh  untuk
penyusunan Surat Edaran, Instruksi/
Keputusan Presiden, Instruksi/ Keputusan/
Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/
pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of  understanding; kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah /Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan uji materil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu menjabarkan data berdasarkan hasil
klasifikasi data yang  diperoleh  untuk

penyusunan Surat Edaran, Instruksi/
Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/
Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/
pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of understanding;  kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah /Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan uji materil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

2.3

Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu menyimpulkan data berdasarkan hasil
penjabaran data yang diperoleh  untuk

penyusunan Surat Edaran, Instruksi/
Keputusan Presiden, Instruksi/ Keputusan/
Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/
pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of  understanding; kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah /Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan wuji materil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil peraturan perundang- undangan di
bawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu menganalisis
data berdasarkan
hasil klasifikasi data
yang diperoleh dalam
penyusunan
Instrumen Hukum
lainnya.

3.1

3.2

Mampu menelaah data berdasarkan hasil
simpulan data yang  diperoleh  untuk

penyusunan Surat Edaran, Instruksi/
Keputusan Presiden, Instruksi/ Keputusan/
Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/
pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of  understanding;  kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah /Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan uji materil Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu menentukan pokok materi Surat
Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan/Petunjuk  Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga
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Deskripsi
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3.3

Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
perjanjian internasional; persetujuan
internasional; memorandum of understanding;
kontrak internasional; kontrak nasional/
perjanjian kerja sama; keterangan
pemerintah /Dewan Perwakilan Rakyat,
kesimpulan Presiden atas permohonan uji
materiil Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban
termohon atas permohonan uji materiil
peraturan perundang- undangan di bawah
Undang- Undang terhadap Undang-Undang di
Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban
gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah
somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas
permohonan mediasi langsung.

Mampu membuat kerangka dasar Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/
Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk
Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional,;
memorandum  of understanding;  kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah/Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan uji materil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu merumuskan
Instrumen Hukum
lainnya.

4.1

Mampu menyusun konsep awal Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/
Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk
Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of  understanding;  kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah/Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan uji materiil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang- Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

4.2

jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu menyempurnakan konsep awal Surat
Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan/Petunjuk  Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
perjanjian internasional; persetujuan
internasional; memorandum of understanding;
kontrak internasional; kontrak
nasional/perjanjian kerja sama; keterangan
pemerintah /Dewan Perwakilan Rakyat,
kesimpulan Presiden atas permohonan uji
materiil Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban
termohon atas permohonan uji materiil
Peraturan Perundang- undangan di bawah
Undang- Undang terhadap Undang-Undang di
Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban
gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah
somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas
permohonan mediasi langsung.

Mampu
mengembangkan
Instrumen Hukum
lainnya

5.1

5.2

Mampu mengevaluasi Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/
Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk
Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian
internasional; persetujuan internasional;
memorandum  of  understanding; kontrak
internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja
sama; keterangan pemerintah/Dewan
Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas
permohonan uji materiil Undang-Undang
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan
uji materiil Peraturan Perundang- undangan di
bawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan
jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan
atas permohonan mediasi langsung.

Mampu menyempurnakan naskah somasi dan
menyempurnakan legal opinion.
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Nama Kompetensi

Pembinaan Penerapan Pengetahuan tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PP.11A

Definisi Kemampuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis
prosedur dan teknik Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan guna meyakinkan, memberikan pemahaman, dan
mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memberikan 1.1 Mampu menjelaskan mekanisme secara umum
emalilaman secara terkait tahapan pembentukan Peraturan
p . Perundang-undangan.
verbal terkait .
embentukan 1.2 Mampu membedakan setiap tahapan
Eeraturan Perundane- pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
undanean &1 1.3 Mampu memberikan contoh terkait tahapan
& pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9 Mampu memberikan 2.1 Mampu menjelaskan tata cara dan asas
ema%aman secara pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
\lierbal terkait 2.2 Mampu membedakan tata cara dan asas
enerapan  tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
pember?tukan P 2.3 Mampu memberikan contoh penerapan tata
IF)’eraturan Perundano- cara dan asas pembentukan Peraturan
undangan & Perundang-undangan.
3 Mampu memberikan 3.1 Mampu menjelaskan metode dalam
emali'laman secara menganalisis Rancangan Peraturan Perundang-
Serbal dalam undangan dan Peraturan Perundang-undangan.
menecanalisis 3.2 Mampu memberikan contoh analisis Rancangan
Rancgan an Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
& Perundang-undangan.
Perundang-undangan . . i
dan Peraturan 3.3 Mampu menjelaskan hasil analisis Rancangan
Perundane- undanean Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan
& & Perundang-undangan.
4 Mampu memberikan 4.1 Mampu menjelaskan metode dalam
emaIl)'laman secara mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan.
Serbal dalam 4.2 Mampu memberikan contoh evaluasi Peraturan
mengevaluasi Perundang- undangan.
Peraturan Perundane- 4.3 Mampu menjelaskan hasil evaluasi Peraturan
undangan & Perundang-undangan.
5 Mampu memberikan 5.1 Mampu menjelaskan pengembangan konsep dan
ema%aman secara kebijakan Peraturan Perundang- undangan.
\I:/)erbal terkait 5.2 Mampu memberikan contoh perumusan konsep
encembanean dan kebijakan Peraturan Perundang-undangan.
Eonge dangkebi'akan 5.3 Mampu memberikan rekomendasi dan
P J pemecahan masalah terkait pembentukan

dalam pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Perundang-undangan melalui kebijakan.
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INTELEKTUAL
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TEKNIS SUB URUSAN KEKAYAAN

Nama Kompetensi

Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.KI.09

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah,
menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi Rencana kerja
layanan Kekayaan Intelektual.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep 1.1 Mampu menjelaskan konsep. dasar, teknik
. metode, peraturan dan mekanisme, tata cara
dasar, teknik, metode,
eraturan prosedur Perencanaan layanan Kekayaan
fnekanism,e dan tata Intelektual;
’ 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan
cara prosedur
pelaksanaan Perencanaan layanan Kekayaan
Perencanaan layanan
Kekayaan Intelektual. Intelektual;

1.3 Mampu memberikan informasi kepada
masyarakat, stakeholder secara tepat atau
mampu mengumpulkan data dan informasi
tentang  Perencanaan layanan = Kekayaan
Intelektual.

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi,

2 Mampu .
pengumpulan dan pengolahan data dari
melaksanakan
Perencanaan layanan Kekayaan Intelektual.
Perencanaan layanan . .
2.2 Mampu mengklasifikasi bahan penyusunan
Kekayaan Intelektual )
rencana kerja layanan Kekayaan Intelektual.
sesuai pedoman | 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan
kerja/petunjuk jelas perihal Perencanaan layanan Kekayaan
teknis. Intelektual kepada masyarakat dan stakeholder.
3.1 Mampu merancang ,mengolah, dan menyajikan
3 Mampu menyusun .
. rencana kerja layanan Kekayaan Intelektual;
rencana kerja layanan Lo .
Kekayaan Intelektual. 3.2 Mampu mensosialisasikan rencana kerja
layanan Kekayaan Intelektual, dan memberikan
bimbingan/ coaching mentoring kepada pegawai
dilingkungannya;

3.3 Mampu menyelesaikan permasalahan dan
mengambil keputusan dalam pelaksanaan
rencana kerja layanan Kekayaan Intelektual.

. | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap rencana
4 Mampu mengevaluasi, .
kerja layanan Kekayaan Intelektual;
menyusun pedoman
d 4.2 Mampu melakukan pengembangan  atau
an prosedur rencana . .
Kers perbaikan rencana kerja layanan Kekayaan
erja layanan . . .
Intelektual yang lebih efektif dan efisien;
Kekayaan Intelektual. . .

4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
dan prosedur rencana kerja layanan Kekayaan
Intelektual,;

4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait pelaksanaan rencana
kerja layanan Kekayaan Intelektual dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait rencana
kerja layanan Kekayaan Intelektual.

5.1 Menganalisis konsep, dan kebijakan rencana

) Mengembangkan .
Konsep kebijakan kerja layanan Kekayaan Intelektual serta
’ ’ menemukenali kelebihan dan kekurangan
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Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

dan menjadi sumber

rujukan untuk
implementasi serta
pemecahan masalah

rencana kerja layanan
Kekayaan Intelektual

5.2

5.3

dengan rekomendasi perbaikannya;
Mengembangkan konsep dan kebijakan rencana
kerja layanan Kekayaan Intelektual, meyakinkan
pemangku  kepentingan untuk menerima
konsep, dan kebijakan tersebut;

Menjadi sumber rujukan utama dalam
implementasi  kebijakan dan = pemecahan
masalah dalam rencana kerja layanan Kekayaan
Intelektual.

Nama Kompetensi

Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.KI.10

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, menelaah
menganalisis, merumuskan, memvalidasi dan mengevaluasi
Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual.
Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep 1.1 Mampu menjelaskan konsep. dasar, teknik
dasar. teknik. metode metode, peraturan dan mekanisme, tata cara
peratl,lran ’ ’ prosedur Pengelolaan Permohonan Layanan
mekanism,e dan tata Kekayaan Intelgktual;
cara ’ prosedur 1.2 Mampu menjelaskan tahapan Pengelolaan
Pengelolaan Permohonan Layana}n Kekayaan Intel‘ektual ;
Permohonan Layanan 1.3 Mampu memberikan informasi tentang
Kekayaan Intelektual Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan

Intelektual kepada masyarakat, dan pemangku
kepentingan secara tepat.

9 Mampu 2.1 Mampu mengidentifikasi dan mengolah data
melaksanakan permohonan layangn ngayaan Intelektual,
Pengelolaan 2.2 Mampu mengklasifikasi Permohonan Layanan
Permohonan Layanan Kekayaan Int.e lektual; .
Kekayaan Intelektual 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan

jelas tentang Pengelolaan Permohonan Layanan
sesuai pedoman Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan
kerja/petunjuk pemangku kepentingan.
teknis.

3 Mampu menganalisis 3.1 Mampu merinci, mengolah, dan menelaah

Pengelolaan Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan
Intelektual;

Permohonan Layanan ’ . C g .

Kekayaan Intelektual. 3.2 Mampq memberikan b1rpb1r}gap/ coaching
mentoring kepada pegawai di lingkungannya
tentang Pengelolaan Permohonan Layanan
Kekayaan Intelektual;

3.3 Mampu menyelesaikan permasalahan dan

mengambil keputusan dalam Pengelolaan
Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual.

4 Mampu mengevaluasi, 4.1 Mampu melakukan evaluasi Pengelolaan
menyusun pedoman Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual;
dan prosedur 4.2 Mampu melakukan  pengembangan  atau
Pengelolaan perbaikan Pengelolaan Permohonan Layanan

Permohonan Layanan

Kekayaan Intelektual menjadi lebih efektif dan
efisien;
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Level Deskripsi Indikator Perilaku
Kekayaan Intelektual. | 4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
dan prosedur Pengelolaan Permohonan Layanan
Kekayaan Intelektual;

4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari pemangku kepentingan serta memberikan
bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau
pemangku kepentingan terkait Pengelolaan
Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual.

5 Mengembangkan 5.1 Menganalisis konsep, dan kebijakan Pengelolaan
konsep kebijakan Permohonan Laya1f1an Kekayaan Intelektual
dan m’enja di sumbe1,” serta menemukenali kelebihan dan kekurangan

. dengan rekomendasi perbaikannya;

rujukan untuk

implementasi serta

Egnmee(ii{;f; masalah 5.2 Mengembangkan  konsep dan  kebijakan

Per ri ohonan Layanan Pengelolaan Perm_ohonan Layanan Keka'tyaan
Intelektual, meyakinkan pemangku kepentingan

Kekayaan Intelektual. y .
untuk menerima konsep, dan kebijakan
tersebut;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam
implementasi  kebijakan dan  pemecahan
masalah dalam  Pengelolaan Permohonan

Layanan Kekayaan Intelektual.

Nama Kompetensi

Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.KI.11

Definisi Kemampuan menginventarisasi, menyusun, merumuskan,
mengembangkan, dan mengevaluasi Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual yang meliputi sosialisasi, diseminasi
dan inventerarisasi kekayaan intelektual.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami  Konsep 1.1 Mampu menjelaskan konsep ' dasar, teknik
. metode, peraturan dan mekanisme, tata cara
dasar, teknik,
prosedur Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
metode, peraturan, .
. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan
mekanisme, dan tata
pelaksanaan Pemberdayaan Kekayaan
cara prosedur
Intelektual;
Pemberdayaan . . .
1.3 Mampu memberikan informasi kepada
Kekayaan Intelektual .
masyarakat, pemangku kepentingan secara
tepat atau mampu mengumpulkan data dan
informasi tentang Pemberdayaan Kekayaan
Intelektual.
2.1 Mampu melaksanakan identifikasi,
2 Mampu :
pengumpulan dan pengolahan data dari
melaksanakan
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
Pemberdayaan . . . L
2.2 Mampu mengklasifikasi dan menginventarisasi
Kekayaan Intelektual
bahan penyusunan Pemberdayaan Kekayaan
sesuai pedoman Intelektual,
kerja/petunjuk 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan
teknis. jelas perihal Pemberdayaan Kekayaan

Intelektual kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan.
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Level Deskripsi Indikator Perilaku

3 Mamou menvusun 3.1 Mampu merancang, mengolah, dan
Pro rFa)lm yu menganalisis program Pemberdayaan Kekayaan
Perr%berdayaan Intelektual;

Kekavaan Intelektual 3.2 Mampu memberikan bimbingan/ coaching

Y ' mentoring kepada pegawai di lingkungannya
tentang program Pemberdayaan Kekayaan
Intelektual;

3.3 Mampu menyelesaikan permasalahan dan
mengambil keputusan dalam pelaksanaan
program Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

4 Mamou 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
men Fe):valuasi pelaksanaan Pemberdayaan Kekayaan
merfmuskan ’ Intelektual;

edoman dan 4.2 Mampu melakukan pengembangan atau
prose dur perbaikan pelaksanaan Pemberdayaan
Eember dayaan Kekayaan Intelektual menjadi lebih efektif dan
Kekayaan Intelektual. efisien; . .

4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
dan prosedur Pemberdayaan Kekayaan
Intelektual;

4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari pemangku kepentingan serta memberikan
bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau
pemangku kepentingan terkait Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual.

5.1 Menganalisis konsep, dan kebijakan

S lhfoeﬁsgeembanf;igkan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual serta
dan nrl)(’en'a di Si]l mbe; menemukenali kelebihan dan kekurangan
ruiukan J untuk dengan rekomendasi perbaikannya;

; mJ lementasi  serta 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan

erI;lecahan masalah Pemberdayaan Kekayaan Intelektual,
IP)’ember davaan meyakinkan pemangku kepentingan untuk
Keka aan};n telektual menerima konsep, dan kebijakan tersebut;

Y "| 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam
implementasi  kebijakan dan  pemecahan
masalah dalam Pemberdayaan Kekayaan
Intelektual.

Nama Kompetensi

Pengelolaan penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.KI.12

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, menelaah
menganalisis, merumuskan, memvalidasi dan mengevaluasi
Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami  Konsep 1.1 Mampu menjglaskan konsep dasar, peraturan
d dan mekanisme, tata cara prosedur
asar, peraturan, .
. penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual;
mekanisme, dan tata . .
1.2 Mampu menjelaskan tahapan penyelesaian
cara prosedur

penyelesaian

Sengketa Kekayaan Intelektual,
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Level Deskripsi Indikator Perilaku
Sengketa Kekayaan | 1.3 Mampu memberikan informasi kepada
Intelektual masyarakat dan pemangku kepentingan secara
tepat tentang penyelesaian Sengketa Kekayaan
Intelektual.
. 2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan

2 ]lgflaa;lrzgu rzznzllsfﬁzg mengolah data dari penyelesaian Sengketa
Sengketap Izekayaan Kekayaan Intelektual,

Intelektual 2.2 Mampu mengklasifikasi bahan penyusunan
penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual ;

sesuai pedoman | 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan

kerja/petunjuk jelas perihal penyelesaian Sengketa Kekayaan

teknis. Intelektual kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan.

3 Mampu meneanalisis 3.1 Mampu merinci, mengolah, dan menelaah

en Elesaian & penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual;
genyketa Kekavaan 3.2 Mampu memberikan bimbingan / coaching
Inte%ektual Y mentoring kepada pegawai di lingkungannya
' tentang penyelesaian Sengketa Kekayaan
Intelektual;

3.3 Mampu menyelesaikan permasalahan dan
mengambil keputusan dalam pelaksanaan
penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.

4 Mamou 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
men I;valuasi penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual,;
meng sun ,e doman 4.2 Mampu melakukan pengembangan atau
dan yd prose dur perbaikan  teknis  penyelesaian  Sengketa
penyelesaianp Kekayaan Intelektual menjadi lebih efektif dan
Sengketa Kekayaan efisien;

Intelektual 4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis
’ dan prosedur penyelesaian Sengketa Kekayaan
Intelektual;

4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari para pihak dalam penyelesaian Sengketa
Kekayaan Intelektual.

5.1 Menganalisis konsep, dan kebijakan Pengelolaan

S lhi/loeﬁsgeembanf;a;gkan penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual
dan npl)(,en'a di Si],l mber, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan
rwiukan J untuk dengan rekomendasi perbaikannya;

; mJ lementasi  serta 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan
eII:'lecahan masalah Pengelolaan penyelesaian Sengketa Kekayaan
IP)’en clolaan Intelektual, meyakinkan pemangku kepentingan
penffelesaian untuk menerima konsep, dan kebijakan

Sengketa Kekayaan tersebut;
Intelektual 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam
’ implementasi  kebijakan dan = pemecahan

masalah Pengelolaan penyelesaian Sengketa
Kekayaan Intelektual.
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PERUBAHAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS SUB URUSAN PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL

Nama Kompetensi

Analisis dan Evaluasi Hukum

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PHN.O3

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi, melakukan pemantauan dan
peninjauan, dan merumuskan rekomendasi terhadap
permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan,
hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-
undangan.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memahami 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik,
konsep dasar, teknik metode, .pe‘doman, dan prose;dpr pemantauap
metode, pe doriqan dar; dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi
prose dL’lI' pemar’ltauan terhadap permasalahan hukum dan
dan peninjauan, serta peraturan .perundang—undangan, hukum
analisis  dan ,e valuasi tidak tertulis serta kebutuhan peraturan

terhadap permasalahan

perundang-undangan;

hukum dan peraturan 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam

perundang-undangan tahe}p:an pelaksanaan ‘p.emantauan dap

hukum  tidak ter‘éulis peninjauan, serta analisis dan evaluasi

serta kebutuhan terhadap permasalahan hukum dan

peraturan perundang- peraturan perundang—undangan, hukum

undangan tidak tertulis serta kebutuhan peraturan
) perundang-undangan;

1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi
mengenai pelaksanaan pemantauan dan
peninjauan, serta analisis dan evaluasi
terhadap permasalahan hukum dan
peraturan  perundang-undangan, hukum
tidak tertulis serta kebutuhan peraturan
perundang-undangan.

9 Mampu menyiapkan data 2.1 Mampu menyiapkan' 'data dan bahap
dan bahan pemantauan pemantauan dan peninjauan, serta analisis
dan peninjauan, serta dan evaluasi terhadap permasalahan hukum
analisis  dan :e valuasi dgn perature}n perundang-undangan, hukum
terhadap permasalahan tidak tertulis serta kebutuhan peraturan
hukum dan peraturan perundang—undanggn; .
perundang-undangan, 2.2 Mampu mengklasmkails% data dan bahap
hukum  tidak  tertulis pemantauan dan peninjauan, serta analisis
serta kebutuhan dan evaluasi terhadap permasalahan hukum
peraturan perundang- dgn perature}n perundang-undangan, hukum
undangan. tidak tertulis serta kebutuhan peraturan

perundang-undangan;

2.3 Mampu mengolah data dan  bahan
pemantauan dan peninjauan, serta analisis
dan evaluasi terhadap permasalahan hukum
dan peraturan perundang-undangan, hukum
tidak tertulis serta kebutuhan peraturan
perundang-undangan.

3 Mampu melaksanakan 3.1 Mampu melaksanakan pemantggan dan
pemantauan dan peninjauan serta menganalisis dan

mengevaluasi pasal dari hasil klasifikasi

peninjauan, serta analisis
dan evaluasi terhadap

permasalahan hukum, peraturan perundang-
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permasalahan hukum undangan, hukum tidak tertulis serta
dan peraturan kebutuhan peraturan perundang-undangan;
perundang-undangan, 3.2 Mampu menilai dampak dan beban yang
hukum tidak tertulis ditimbulkan dari pelaksanaan peraturan
serta kebutuhan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,
peraturan perundang- kebutuhan peraturan perundang-undangan
undangan. dan penyelesaian permasalahan hukum;

3.3 Mampu memecahkan masalah  teknis
operasional secara tepat dalam pelaksanaan
pemantauan dan peninjauan, analisis dan
evaluasi terhadap permasalahan hukum dan
peraturan  perundang-undangan, hukum
tidak tertulis serta kebutuhan peraturan
perundang-undangan.

Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengevaluasi ‘da%n merumuskan hg;il
dan merumuskan hasil pemantauan dan peninjauan, serta analisis
pemantauan dan dan evaluasi terhadap permasalahan hukum
peninjauan, serta analisis dgn peratura}n perundang-undangan, hukum
dan evalu,asi terhadap tidak tertulis serta kebutuhan peraturan
permasalahan hukum perundang—undangan;' . -
dan peraturan 4.2 Mampu mengevaluasi atas .I'}asﬂ pen11a1ap
perundang-undangan dampak dan beban yang ditimbulkan dari
hukum  tidak ter‘éulis pelaksanaan pe?aturan . perundang-
serta kebutuhan undangan, hukum tidak tertulis, kebutuhan
peraturan perundang- peraturan' perundang-undangan dan
undangan. penyelesaian permasalahan hukum;

4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan
norma standar, prosedur, dan instrumen
pelaksanaan pemantauan dan peninjauan
serta analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan, hukum tidak tertulis,
kebutuhan peraturan perundang-undangan
dan permasalahan hukum;

4.4 Mampu mensosialisasikan, memberikan
bimbingan teknis, coaching, dan mentoring
dalam  pelaksanaan  pemantauan dan
peninjauan serta analisis dan evaluasi
peraturan  perundang-undangan, hukum
tidak tertulis dan kebutuhan peraturan
perundang-undangan dan  permasalahan
hukum.

Mampu mengembangkan 5.1 Mar?pu mengevaluasi .teori, metode,
teori, metode, kebijakan kebijakan, serta memberikan perpe'cahan
serta’ ;nemberikar; masglgh pemantauan dan peninjauan,
pemecahan masalah analisis dan evalua§1 peraturap perundang-
pemantauan dan undangan, hukum tidak tertulis, kebutuhan
peninjauan, analisis dan peraturan perundang-undangan dan
evaluasi peraturan permasalahan hukum;

perundang-undangan, 5.2 Marppu mengemba}pgkan dan merumuskan
hukum  tidak  tertulis teori, metode, kebijakan, serta memberikan
kebutuhan peraturar; perqegahan mgsglah pemante}uan dan
perundang-undangan peninjauan, analisis dan evalua'31 peraturgn
dan permasalahan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,
hukum. kebutuhan peraturan perundang-undangan

dan permasalahan hukum;
5.3 Mampu merumuskan arah pengaturan/

politik hukum dalam rangka pembangunan
materi hukum kedepan berdasarkan hasil
pemantauan dan peninjauan, analisis dan
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5.4

evaluasi peraturan perundang-undangan,
hukum tidak tertulis, kebutuhan peraturan
perundang-undangan dan  permasalahan
hukum;

Mampu menjadi sumber rujukan utama,
memberikan rekomendasi, coaching, dan
mentoring dalam pemantauan dan
peninjauan serta analisis dan evaluasi
peraturan  perundang-undangan, hukum
tidak tertulis, kebutuhan peraturan
perundang-undangan dan  permasalahan
hukum.

Nama Kompetensi

Analisis Dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Pelaksanaan
Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Tugas
Dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PHN.12

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi, merumuskan rekomendasi,
memberikan pendapat hukum dan layanan konsultasi
terhadap hasil pengawasan pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi
instansi Pemerintah.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memahami 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik,

konsep dasar, teknik metode, pedoman, dan prosedur pengawasan
metode, pe dor;lan dar; pelaksanae}n Peraturan Perundang—U'r}dangar?
prose d1,1r telzha dap yang t?rkalt dengan tugas dan fungsi instansi
pengawasan pelaksanaan Pemerintah; .
Peraturan Perundang- 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam
Undangan yang terkait tahapan pengawasan pelaksanaan .Peraturan
dengan tugas dan fungsi Perundang—Unde'ujlgan yang te}”kalt dengan
instansi Pemerintah. tugas dan fungsi instansi Pemerintah;

1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi
yang  dibutuhkan dalam = pengawasan
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi
Pemerintah.

. 2.1 Mampu menyiapkan data dan bahan yang

2 gdailmpub;r;f;glaplf;%;;;; dibutuhkan dalam penyelesaian
pengawasan pelaksanaan permasalahan hukum dan pengawasan
Peraturan Perundang- pelaksanae}n Peraturan Pemndang—quangaq
Undangan yang terkait yang tferkalt dengan tugas dan fungsi instansi
dengan tugas dan fungsi Pemerintah; . .
instansi Pemerintah. 2.2 Mampu mengklasifikasi data dan bahan yang

dibutuhkan dalam penyelesaian
permasalahan hukum dan pengawasan
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi
Pemerintah;

2.3 Mampu mengolah data dan bahan yang
dibutuhkan dalam penyelesaian
permasalahan hukum dan pengawasan
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
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yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi
Pemerintah.

Mampu menganalisis 3.1 Mampu menganalisis data dan bahan yang
mengevaluasi dar; dibutuhkan dalam pengawasan pelaksanaap
memberikan rekomendasi Peraturan Perundang—U.n.dangan' yang t'erka1t
awal terhadap dengan tugas dan fungm 1r.1stans1' Bemermtah;
pengawasan pelaksanaan 3.2 Mampu mengevaluasi hasil gna11s1s data dan
Peraturan Perundang- bahan awal yang telah dilakukan dalam
Undangan yang terkait pengawasan pelaksanaan .Peraturan
dengan tugas dan fungsi Perundang—Undgljlgan yang te}"kalt dengan
instansi Pemerintah. tugas dan fungsi instansi Pemerintah;

3.3 Mampu memberikan rekomendasi awal yang
sesuai dan dibutuhkan dalam pengawasan
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi
Pemerintah.

Mampu merumuskan 4.1 Mampu m§ngevaluasi .dan merumuskan
rekomendasi rekomendasi yang  dibutuhkan  dalam
memberikan’ pendapat pengawasan pelaksanaan .Peraturan
hukum. dan memberikan Perundang—Undgggan yang te}*kalt dengan
layanar; konsultasi tugas dan fungsi '1nstans1 Pemerintah;
terhadap hasil 4.2 Mampu.membenkan pendapat hukgm, dan
pengawasan pelaksanaan membenkan layanan kopsultas1 yang
Peraturan Perundang- dibutuhkan terhadap hasil pengawasan
Undangan yang terkait pelaksanaa'm Peraturan Pemndang—deangaq
dengan tugas dan fungsi yang tferka1t dengan tugas dan fungsi instansi
instansi Pemerintah. Pemerintah; .

4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan
norma standar, prosedur, dan instrumen
yang  dibutuhkan dalam = pengawasan
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi
Pemerintah;

4.4 Mampu  mensosialisasikan, memberikan
bimbingan teknis, coaching, dan mentoring
yang  dibutuhkan dalam = pengawasan
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi
Pemerintah.

Mampu mengembangkan 5.1 Mar?pu mengevaluasi .teori, metode,
teori, metode, kebijakan kebijakan, serta memberikan pemecahan
serta’ ;nemberikar; masalah yang dibutuhkan dalam pengawasan
pemecahan masalah pelaksanaa}n Peraturan Perundang—U'n'dangar}
terhadap pengawasan yang tferkalt dengan tugas dan fungsi instansi
pelaksanaan  Peraturan Pemerintah;
Perundang-Undangan 5.2 Marppu mengemba}pgkan dan merumugkan
yang terkait dengan tugas teori, metode, kebijakan, s§rta memberikan
dan fungsi instansi pemecahan masalah yang dibutuhkan dalam
Pemerintah pengawasan pelaksanaan Peraturan
) Perundang-Undangan yang terkait dengan
tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama,

memberikan rekomendasi, coaching, dan
mentoring yang dibutuhkan dalam
pengawasan pelaksanaan Peraturan

Perundang-Undangan yang terkait dengan
tugas dan fungsi instansi Pemerintah.
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Nama Kompetensi

Analisis dan Evaluasi
Pemerintah

Pelaksanaan Perjanjian Instansi

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PHN.13

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola,
menganalisis, dan mengevaluasi dokumen perjanjian dan
pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memahami 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar,.tfeknik,
konsep dasar, teknik metode,. pedoman, dan prosed},lr fe}na1131s dan
metode pedoriqan dar; evaluasi dok.u men perjanjan dan
prose dL’lI' analisis’ dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah;
evaluasi dokumen 1.2 Mampu menjelaskan langkah—lapgkah dalam
perjanjian dan tahgpgp penyusunan/evaluasi dol;ug?en
pelaksanaan  perjanjian perjanjian dgn pelaksanaan  perjanjian
Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah;

1.3 Mampu mengumpulkan dan mengidentifikasi
bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian
dan pelaksanaan perjanjian;

1.4 Mampu mengumpulkan dan mengidentifikasi
bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian
dan  pelaksanaan  perjanjian Instansi
Pemerintah.

9 Mampu mengolah data 2.1 Mampu menyiapkan data dan bahan yang
dan bahan yang diperlukan uptu.1‘< penyusunan/evaluasi
diperlukan dalam dok‘urr%fen perjanjian 'dan pelaksanaan
penyusunan /evaluasi perjanjian Instansi Peme}‘lntah;
dokumen perjanjian dan 2.2 Mampu mengk1a§1ﬁl§a31 'data_ dan bahan
pelaksanasan  perjanjian berdasarkan hasil identifikasi data yang
Instansi Pemerintah diperoleh untuk penyusunan/evaluasi

’ dokumen perjanjian dan  pelaksanaan
perjanjian Instansi Pemerintah,;

2.3 Mampu mengklasifikasi Perjanjian Instansi
Pemerintah;

2.4 Mampu mengolah data dan  bahan
berdasarkan hasil klasifikasi data yang
diperoleh untuk penyusunan/evaluasi
dokumen  perjanjian dan  pelaksanaan
perjanjian Instansi Pemerintah.

3 Mampu menganalisis 3.1 Mampu me.neliaah,‘ mquanalisis .data dan
data dan bahan yang bahan hasil identifikasi yang dibutuhkan
dibutuhkan dalam dalgm“ penyusunan/evaluasi dokur?en
penyusunan /evaluasi perjanjian dan  pelaksanaan perjanjian

S Instansi Pemerintah;
dokumen perjanjian dan ’ .
pelaksanaan  perjanjian 3.2 Mal.'npl} menyusun sgbstan31 dokumen
Instansi Pemerintah. perjanjian Instansi Pemerintah,;

3.3 Mampu menelaah dokumen Perjanjian
Instansi Pemerintah;

3.4 Mampu  menganalisis, menelaah  data
pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah,;

4 Mampu merumuskan 4.1 Mampu mergml'l.skan dan menyergpurnakan
dan menyempurnakan dokumen perjanjian Instansi Pemerintah;
dokumen perjanjian dan 4.2 Mampp merumuskan' dan menyempurnakan
evaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan

perjanjian Instansi Pemerintah,;
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perjanjian Instansi | 4.3 Mampu menganalisis dan mereviu dokumen
Pemerintah. Perjanjian Instansi Pemerintah;
4.4 Mampu mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian
Instansi Pemerintah.

5 Mampu 5.1 Mampu merumuskan, menyempurnakan, dan
men F;m urnakan mengambil kebijakan substansi Perjanjian
mené emgangkan ’ dan Instansi Pemerintah;
meneambil k’ebi'akan 5.2 Mampu menyempurnakan dan memberikan
dalargn J rekomendasi hasil analisis dan evaluasi
penyusunan/evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Instansi
dokumen perjanjian dan Pemerintah,;

elaksanaan = perjanjian 5.3 Mampu merumuskan dan menyempurnakan
%Dns tansi Pemerintah substansi Perjanjian Instansi Pemerintah;
’ 5.4 Mampu merumuskan, menyempurnakan dan
mengambil kebijakan substansi Perjanjian
Instansi Pemerintah;
5.5 Mampu menyempurnakan dan memberikan

evaluasi
Instansi

rekomendasi hasil analisis dan
terhadap pelaksanaan Perjanjian
Pemerintah.

Nama Kompetensi

Pengelolaan Informasi Hukum

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PHN.14

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan seluruh
sumber informasi hukum.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memahami 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik,
konsep dasar, teknik metode, pedoman dan prosedur dalam
metode, pe dor’nan daI; melakukan pengelolaan informasi hukum;
prose d1,’1r dalam 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam
pengelolaan informasi tahapan pengelolaan informasi hukum; .
hukum. 1.3 Mampu mengumpulkan dan menghimpun

seluruh sumber data dan informasi di bidang
hukum.
. 2.1 Mampu menyiapkan data dan bahan yang

2 (lzl/lailmpu l\ﬁzrk?gipkan ;:;Z dibutuhkan dalam pengelolaan dan
dibutuhkan dalam pengembangan informasi hukum;
pengelolaan dan 2.2 Mampu mengklasifikasikan data dan bahan
pengembangan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan
hukum pengembangan informasi hukum;

' 2.3 Mampu mengolah data dan bahan yang
dibutuhkan dalam pengelolaan dan
pengembangan informasi hukum.

3 Mampu melaksanakan 3.1 Mampu melaksanakan pengelolaan berbagai

pengelolaan informasi sumber inforrr‘la.si hulaim;
hukum. 3.2 Mampu menilai dampak dan beban yang
ditimbulkan dari pengelolaan informasi
hukum;
3.3 Mampu memecahkan masalah  teknis

operasional secara tepat dalam pengelolaan
informasi hukum.
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Mampu mengevaluasi
dan mengembangkan
pengelolaan informasi
hukum.

4.1

4.2

4.3

4.4

Mampu mengevaluasi dampak dan beban
yang ditimbulkan dari pengelolaan informasi
hukum;

Mampu mengembangkan pengelolaan seluruh
sumber informasi hukum;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan
norma standar, prosedur dan instrument
pengelolaan informasi hukum;

Mampu mensosialisasikan, memberikan
bimbingan teknsi, coaching, dan mentoring
dalam pengelolaan informasi hukum.

Mampu mengembangkan
teori, metode, kebijakan,
serta memberikan
pemecahan masalah
dalam pengelolaan
informasi hukum.

5.1

5.2

5.3

5.4

Mampu mengevaluasi teori, metode,
kebijakan, serta memberikan pemecahan
masalah  dalam  pengelolaan informasi
hukum;

Mampu mengembangkan dan merumuskan
teori, metode, kebijakan, serta memberikan
pemecahan masalah dalam pengelolaan
informasi hukum;

Mampu merumuskan arah pengaturan/poltik
hukum dalam rangka pembangunan hukum
kedepan berdasarkan hasil pengelolaan
informasi hukum;

Mampu menjadi sumber rujukan utama,

memberikan rekomendasi, coaching, dan
mentoring dalam pengelolaan informasi
hukum.

Nama Kompetensi

Pengelolaan Pelayanan Hukum dan Perizinan

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PHN.15

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan rekomendasi
terhadap kebutuhan pelayanan hukum dan perizinan.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

.| 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik,
1 Mampu memahami
. metode, pedoman dan prosedur dalam

konsep dasar, teknik, .
memberikan pelayanan hukum dan

metode, pedoman dan .. .

prosedur pemberian perizinan, -

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam

pelayanan hukum dan .

erizinan tahapan pelayanan hukum dan perizinan;

P ’ 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi
mengenai pelaksanaan pelayanan hukum dan
perizinan.

9 Mampu Menyiapkan data 2.1 Mampu ‘ menyiapkan data dan bahan
. mengenai pelaksanaan pelayanan hukum dan

dan bahan mengenai .9 .

pelaksanaan pelayanan perizinan; . .

. 2.2 Mampu mengkasifikasikan data dan bahan

hukum dan perizinan. .
mengenai pelaksanaan pelayanan hukum dan
perizinan;

2.3 Mampu mengolah data dan bahan mengenai
pelaksanaan pelayanan hukum dan

perizinan.
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Mampu melaksanakan
pelayanan hukum dan
perizinan.

3.1

3.2

3.3

Mampu melaksanakan Pengolahan data
pelayanan hukum dan perizinan;

Mampu menilai dampak dan beban yang
ditimbulkan dari pelaksanaan pelayanan
hukum dan perizinan,;

Mampu  memecahkan  masalah  teknis
operasional secara tepat dalam pelaksanaan

pelayanan hukum dan perizinan.

Mampu mengevaluasi
dan merumuskan hasil
pelaksanaan  pelayanan
hukum dan perizinan.

4.1

4.2

4.3

4.4

Mampu mengevaluasi dan merumuskan
rekomendasi terhadap kebutuhan pelaksaan
pelayanan hukum dan perizinan;

Mampu mengevaluasi dampak dan beban
yang ditimbulkan dari pelaksanaan
pelayanan hukum dan perizinan;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan
norma standar, prosedur dan instrument
pelaksanaan pelayanan hukum dan
perizinan;

Mampu  mensosialisasikan, memberikan
bimbingan teknsi, coaching, dan mentoring
dalam pelaksanaan pelayanan hukum dan
perizinan.

Mampu mengembangkan
teori, metode, kebijakan,
serta memberikan
pemecahan masalah
pelaksanaan pelayanan
hukum dan perizinan.

5.1

5.2

5.3

5.4

Mampu mengevaluasi teori, metode,
kebijakan, serta memberikan pemecahan
masalah pelayanan hukum dan perizinan;
Mampu mengembangkan dan merumuskan
teori, metode, kebijakan, serta memberikan
pemecahan masalah pelayanan hukum dan
perizinan;

Mampu merumuskan arah pengaturan/poltik
hukum dalam rangka pembangunan hukum
kedepan berdasarkan hasil pelayanan hukum
dan perizinan;

Mampu menjadi sumber rujukan utama,
memberikan rekomendasi, coaching, dan
mentoring dalam pelayanan hukum dan
perizinan.

Nama Kompetensi

Advokasi Hukum

Kode Kompetensi

T.KUMHAM.PHN.16

Definisi

(nonlitigasi),

Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi dalam kegiatan advokasi yang
mencakup pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara
perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum di luar
persidangan
secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di
forum alternatif penyelesaian sengketa.

pelaksanaan advokasi hukum

Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

Mampu memahami
konsep dasar, teknik,
metode, pedoman, dan

1.1

Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik,
metode, pedoman, dan dan peraturan
perundang-undangan dalam pelaksanaan
advokasi hukum dalam perkara perdata, tata
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peraturan perundang-
undangan dalam
pelaksanaan advokasi

hukum dalam perkara
perdata, tata usaha
negara, dan uji materiil

usaha negara, dan uji materiil peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi
hukum di luar persidangan (nonlitigasi),
pelaksanaan advokasi hukum secara
adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum
di forum alternatif penyelesaian sengketa;

peraturan perundang- | 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam
undangan, pelaksanaan tahapan pelaksanaan advokasi hukum dalam
advokasi hukum di luar perkara perdata, tata usaha negara, dan uji
persidangan (nonlitigasi), materiil peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan advokasi pelaksanaan advokasi hukum di luar
hukum secara persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan
adjudikasi, dan advokasi hukum secara adjudikasi, dan
pelaksanaan advokasi pelaksanaan advokasi hukum di forum
hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa;
alternatif penyelesaian | 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi
sengketa. mengenai pelaksanaan advokasi hukum
dalam perkara perdata, tata usaha negara,
dan wuji materiil peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan advokasi hukum di
luar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan
advokasi hukum secara adjudikasi, dan
pelaksanaan advokasi hukum di forum
alternatif penyelesaian sengketa.
Mampu menyiapkan data 2.1 Mampu menyiapkan data dan bahan dalam
dan bahan dalam pelaksanaan advokasi hukum dalar? perkgg
pelaksanaan advokasi perdata, tata usaha negara, dan uji materiil
hukum dalam perkara peraturan 'perundang—un(?langan,
perdata tata usaha pelal.isanaan adVOkE.lS.I hukum di luar
negara ’ dan uji materiil pers1daqgan (nonlitigasi), . pfelakganaan
peratu;ran perundang- advokasi hukum secara adjudikasi, dan
undangan, pelaksanaan pelaksal"laan advqkasi hukum di forum
advokasi ilukum di luar alternatif penyelesa}an S(?ngketa;
persidangan (nonlitigasi) 2.2 Mampu mengklasifikasi data dan bahan
pelaksanaan a dvokasi dalam pelaksanaan advokasi hukum dalar?
hukum secara perkal.”‘a perdata, tata usaha negara, dan uji
adjudikasi dan materiil peraturan perundang—unc_iangan,
pelaksanaajm advokasi pelaksanaan advokggl hukum di luar
hukum di forum permdaqgan (nonlitigasi), ‘ p§1ak§anaan
alternatif penyelesaian advokasi hukum secara adJudlka.sL dan
sengketa pelaksanaan advokasi hukum di forum
' alternatif penyelesaian sengketa;
2.3 Mampu menyusun kerangka materi
berdasarkan hasil klasifikasi data dan bahan
dalam pelaksanaan advokasi hukum dalam
perkara perdata, tata usaha negara, dan uji
materiil peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan advokasi hukum di luar
persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan
advokasi hukum secara adjudikasi, dan
pelaksanaan advokasi hukum di forum
alternatif penyelesaian sengketa.
Mampu melakukan 3.1 Mampu melaksanakan telaahan atau analisis
analisis berdasarkan terhadap kerangka materi dalam pelaksanaan
hasil pengolahan data advokasi hukum dalam“perkara 'perdata, tata
dan bahan dalam usaha negara, dan uji materiil peraturaq
pelaksanaan advokasi perundang-undangan, pelaksanaan advokasi
hukum dalam perkara hukum di luar persidangan (nonlitigasi),

pelaksanaan advokasi hukum secara

perdata, tata usaha

adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum
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negara, dan uji materiil

di forum alternatif penyelesaian sengketa;

peraturan perundang- | 3.2 Mampu melakukan penilaian terhadap
undangan, pelaksanaan dampak dan beban yang ditimbulkan dari
advokasi hukum di luar pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara
persidangan (nonlitigasi), perdata, tata usaha negara, dan uji materiil
pelaksanaan advokasi peraturan perundang-undangan,
hukum secara pelaksanaan advokasi hukum di luar
adjudikasi, dan persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan
pelaksanaan advokasi advokasi hukum secara adjudikasi, dan
hukum di forum pelaksanaan advokasi hukum di forum
alternatif penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa;
sengketa. 3.3 Mampu memecahkan masalah  teknis
operasional secara tepat dalam pelaksanaan
advokasi hukum dalam perkara perdata, tata
usaha negara, dan wuji materiil peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi
hukum di luar persidangan (nonlitigasi),
pelaksanaan advokasi hukum secara
adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum
di forum alternatif penyelesaian sengketa.
Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengevaluasi, meriviuf
meriviu ’ menyempurngkan terhadap kelfangka materi
menyen,lpurnakan yang telah dlrumuskgn dan ditelaah dalam
terhadap kerangka materi pelaksanaan advokasi hukum dalarp. perkal‘*..a
yang telah dirumuskan perdata, tata usaha negara, dan uji materiil
dan ditelaah dalam peraturan perundang—undangan,
pelaksanaan advokasi pelal;sanaan advoke}§1 hukum di luar
hukum dalam perkara permdangan (nonlitigasi), . pdak_sanaan
perdata tata usaha advokasi hukum secara adJudlka}SL dan
negara ’ dan uji materiil pelaksapaan advqkas1 hukum di forum
peratu:;an perundang- alternatif penyelesaian sengketa; ‘
undangan, pelaksanaan 4.2 Mam_pu menyusun pedoman, p'e'tUI"l]uk
advokasi hukum di luar teknis, dan cara kerja yang dapat.duadlkan
persidangan (nonlitigasi) norma standar, prosedur, ‘dan instrumen
pelaksanaan a dvokasi dalam pelaksanaan advokasi hukum dalar?
hukum secara perkal.”‘a perdata, tata usaha negara, dan uji
adjudikasi dan materiil peraturan pemndang—undangan,
pelaksanaajm advokasi pelaksanaan advokggl hukum di luar
hukum di forum permdaqgan (nonlitigasi), . p§1ak§anaan
alternatif penyelesaian advokasi hukum secara adJudlka.\sL dan
sengketa pelaksanaan advokasi hukum di forum
' alternatif penyelesaian sengketa;

4.3 Mampu  mensosialisasikan, memberikan
bimbingan teknis, konsultasi dalam
pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara
perdata, tata usaha negara, dan uji materiil
peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan advokasi hukum di luar
persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan
advokasi hukum secara adjudikasi, dan
pelaksanaan advokasi hukum di forum
alternatif penyelesaian sengketa.

Mampu mengembangkan 5.1 Mampu mengevaluasi teori, metode,
kebijakan, serta memberikan pemecahan

teori, metode, kebijakan,
memberikan

masalah
pelaksanaan
hukum dalam
perdata, tata

serta
pemecahan
dalam
advokasi
perkara

masalah dalam pelaksanaan advokasi hukum
dalam perkara perdata, tata usaha negara,
dan wuji materiil peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan advokasi hukum di
luar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan
advokasi hukum secara adjudikasi, dan
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usaha negara, dan uji
materiil peraturan
perundang-undangan,
pelaksanaan advokasi
hukum di luar
persidangan (nonlitigasi),
pelaksanaan advokasi
hukum secara
adjudikasi, dan
pelaksanaan advokasi
hukum di forum
alternatif penyelesaian
sengketa.

5.2

5.3

pelaksanaan advokasi hukum di forum
alternatif penyelesaian sengketa;

Mampu mengembangkan dan merumuskan
teori, metode, kebijakan, serta memberikan
pemecahan masalah dalam pelaksanaan
advokasi hukum dalam perkara perdata, tata
usaha negara, dan uji materiil peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi
hukum di luar persidangan (nonlitigasi),
pelaksanaan  advokasi  hukum  secara
adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum
di forum alternatif penyelesaian sengketa;
Mampu merumuskan arah pengaturan
hukum atau kebijakan dalam rangka
pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara
perdata, tata usaha negara, dan uji materiil

peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan advokasi hukum di luar
persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan
advokasi hukum secara adjudikasi, dan
pelaksanaan advokasi hukum di forum

alternatif penyelesaian sengketa.
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